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RAR 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah esatu perescalan yang cukup pelit dan sering
rita dengar., lihat bahkan mungkin pernah kita alama
adalzh masalah utang pivtang. Kebutuhan vang mendesak,
ataupun keinginan untuk mengembangkan usaha membuat kita
haruse berhubunoan dengan orang lain. Hubungan ini bukan
hanyz meminta saran untuk keluar dar: permasalahan  vyang
dihadapi. bahkan lebih dari itu. Jalan satu-satunya vang
perlu ditempuh adalah meminjam uang untuk memenuhi kebu-
tuhan mendesak tersebut stavpun meminta modal untuk
pengembangan usaha yvang sedang direncanakan.

Yadangkala kigs ingin mempercleh modal, tetapli ingin
harta kita dijual. Oleh karena itu barang vang ada hanya
dijadikan jaminan untuk mempercleh modal yang diinginkan.
Mamur demikian tidak menutup kemungkinan karena kita
punys  kerabat, teman ataupun keluarga ingin  membantu
dalam hal penyediaan modal tanpa prosedur yang berbelit-
tkelit sehingga hanya didasarkan Kepada kepercayaan atau
rasa persaudaraan, yang pada akhirnya modal yang dibutuh-
karn mudah diperoleh dengan hanya menandatangani suatu
surat perjanjian di bawah tangan.

Mamun demikian keadaan dapat €aja berubah, peErijan-

jian yanag telah ditandatangani dengan berdasarkan hkesepa-
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katan untuk mengembalifan uang tersebut tidak sesulus
dengan apa Yyang telah diperjanjikan sebelumnya, baik
disebabkan karena debitur bangkrut hal lain yang mungkin
csaja menyebabkan debitur tidak mampu mengembalikan  uang
vang dipinjam tersebut.

i dalam perjanjian'utang pivtang vang ditandatan—
gani oleh kedua belab pihak tersebut pula perjanjian
Jaminan yang bersifat accescorier. maks hal ini senantiaca
meruvpzakan perjanjian vyang dikaitkan dengan perjanjian

pakelk. Sepert: halnya dalam prahtel perbankan i man

L

perjanjlan  pokoknya i1tu berupa perjanjian  kredit atau
perjanjian  pinjam-meminiam uang dengan kesanggupsan mem—
berikan jaminzn berupa beberapa kemungkinan hipotilk,
credltverban@, gadai, fiducia dan lain-lain. Arkibat
hukumnya adalah kreditur mempunyai hak wuntuk msenuntut
pemenuhan pivtannys atau biacsa diberi hak wverhaal, hak
ekserkuri, baik dengan melalul penjualan maupun mencairkan
benda-kenda jaminan terssbut untuk memenubi piutang-
piuvtang hreditur.

Jika suatu masalah perdata tidak dapat diselesaikan
cecara kekeluargaan lagi, seperti masalah vyang penulis
kemukakan di atas, maka jalan terakhir yang harus  ditem—
puh adalah melakukan gugatan di pengadilan negeri, dengan
harapan apa yang diinginkan dari terguoat dapat digenuhd.

Dalam Fkaitannya dengan masalah di  atas, biasaya

SECran

0

kreditur  vang dalam hal. bertindak sebagai

penagugat hingga dapat memobon untul diadakan sita  Jami-




nan masalah sita jaminan dan sita eksekusi adalah merupa-
kan suatu masalah yang f=lik dihadapi para hatim, teruta-—
ma para Ketua Pengadilan MNegeri dalam menangani perkara
perdata. Pengaturan merngenai sita jaminan, masih terdapat
perbedaan pandangan dalam hal pelaksanaannya. Hal ini
kurang penguasaan, kursng ketelitian dalam memerintahlan
serta melakzanakan siis jaminan dan sita elksekusi akan
menambah beban bagl para pencari keadilan. Qleh Retnowu-
ian BSusantioc (Varia Paradilan Mo. T2. 19828), mengatakan
bahwa Executie-en beslagrecht, merupakan tulang punggung
hubum acara perdata, sang harus dikuasai olsh setiap
Hakim.

Mengenai kapan perintah sita  jaminan bharus  atau
sebaiknya dikeluarkar, apakabh =ebelum sidang dimulail
ataukah setelah sidang berjalan, di antara para hakim ada
perbedaan pendapat. Menurut Retnowulan Susantie (Varia
Peradilan Na. J2. 1988). Mengemukakan bahwa sita jaminan
hendaknya secepatnya dilakukan, yaitu sebelum sidang,
harus sudah diletakkan dengan maksud untuk menghindari
uwlah tergugat yang nalzl, setelah ia mendengar manjamin-—
kan atau dengan cara mengalihkan hak atas barang-
barangnya dengan maksud seandainya gugatan itu dikabulkan
nanti maka ia tidak dzpat di eksebu=i, oleh karena itu
tergugat tidak mempun,ai apa-apa lagi. Lain lagi panda-
ngan Hakim yang zerba zpid, zanga! hati-hati, dan berusa-

ha untuk tidak men-aliti haty orang lain. Di kemuw
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kakan sebagai alasan bahwa pasal 227 HIR/261 RRq., jelas-
jelas menghendaki adanya suatu "sangka yang beralasan®
bahwa tergugat akan menggelapkan barang—-barangnya dengan
maksud untuk menghindari pengguaat. Selain itu, &danya
keharusan Hakim untuk memerintahkan penggugat agar
menghadap pada sidang untuk membuktikan guoatannva, dan
memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan
keberatannya. Sidang ini adalah sidang vyang mendahulud
persidangan biasa, dan seharusnya diadakan, karena =ita
Jaminan merupakan tindakan yang sangat jauh dan sangat
mendalam membatasi hak terqugat ssbagai pemilik barang
dalam haknya untuk melakukan tindakan—tindakan selama
sidang berlangsung.

Memang pada dasarnyas keduas pandangan tersebut di
atas cukup beralasan. Hal ini jika dikaitkan dengan
ketentuan pasal 227 MIR/261 RBg yeang antara lain asemuat
ketentuan bahwa maksud permcochanan yang berpiutang untuk
meletakkan eitas jaminan terhadap barang-barang vang
berpiutang vaitu untuk menjamin hak dari pemohon/orang

yang berpiutang (ter bewaring van het recht van de ver—

zoeker). Selanjutnya dinyatakan pula babwa permohonan
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri selama
belum ada putusan pokok perkara atau sesudah itu, tetapi
belum dapat dijalankan. Hal lain yang diatur pula dalam
pasal ini adalah mengenali alaszan untuk suatu permohonan

cita berupa adanya usaha atau upaya penggelapan  serta
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menyingkirkan barang-barang yang bergerak maupun barang-
barang vang tidak bergerak untuk menjauvhkan (ontrekken)
dari yang berpiutang.

Ketentuan tersebut di atas jika dikaji maksx memang
akan menimbulkan penafsiran—-penafsiran yang berbeda dalam
pelaksanaannya, sebab sstiap Hakim punya pengalaman
masing-masing, karena pengalaman tersebut biasanya sering
mEempengaruhai setiap kebijaksanaan vyang dikeluarkan
olehnya. Di samping itu pengaruh lingkungan juga terka-
dang berpengaruh. Untuk menentukan ada tidaknyas dugaan
pihak tergugat atau yang berutang untuk melakukan perbua-
tarn vyang merugi¥an bagi pihalk penggquoat merupakan suatu
hal vyang paling pelik dan inilah tugas Hakim. Apakah
dugazn tersebut perlu dibuktikan dengan mengadakan
pemeriksaan? Tentu jawabnya akan berbeda-beda dalam
prakteknya.

Selain itu, &ada beberapa ahli hukum berpendapat
bahwa permohonan sita jaminan masih dapat dimohonkan
bepada pengadilan negeri setelah putusan pokok perkaranya
diputuskan oleh pengadilan itu dan kini sedang dalan
tarap pemerikeaan ditingkat banding. Fendapat ini
berpangkal atau didasarkan atas permohonan sita yang
belun pernah dilakukan dalam surat gugatan atavpun secara

tersendiri sewaktu pokok perkara masih dalam pemeriksaan




&
tingkat pertama. Namun demikian Djazuli BRachar (19846:55)

menyatakan bahwa:

"Jdika berpijak kepada bunyi pasal 228 HIR/1462 RRg
yvang menetapkan bahwa terhadap sita jaminan (baik
yang diteolak ataupun yang diksbulkan) tunduk kepada
upaya banding. Maka secara prosedural) tidak mungkin
permchonan sits  jaminan baru diajukan sstelah
pencadilan Negeri memutus pokcok perkaranya. Lagi
pula pernyataan sah dan berharga hanya mungkin
dilakukan dalam amar putusan bukan dalam amar pene-

tapan, Fkarena hal itu merugpakan pesberian titel
eksekurtorial”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa masalah mengen#i dapat
tidaknya suatu permohonan sita setelah putusan pokok
perrkara diputus ocleh pengadilan negeri. Maka dalam hal
ini permohonan eita tersebut tidak dapat lagi dimohonkan
arena sudah ada putusan yang pasti dari  pengadilan
negeri tersebut. Jika pasal 228 HIR/162 RBg maka pernya-
taan =ah dan berharga itu hanya ada dalam amar putusan
dan bukan dalam penetapan, karena hal itu merupakan
pemberian titel eksekutorial.

Dari uraian-uraian tersebut di atas. dapatlah dike-
mukakan sebagail kesimpulan sementara bahwa karena dalam
hal kapan pelaksanaan ketentuan sita jaminan di perintah-
kan oleh Hakim atau ketus pengadilan negeri, masih ada
dua pendapat yang jika diamati keduanya cukup beralasan
cehinggz dalam kondi=si demikian, tentunya dalam praktek,
akan menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan sita
Jaminan tersebut vang dilakukan cleh pengadilan—

pengadilan negeri.
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Dengan demikian bertitik tolax pula pada kondisi
masyarakat sekarang ini, sudah jauh lekih pintar dari
masyarakat tempo dulu. Hal ini terbukti dengan munculnya
pengacara—pengacara serta advokat yvang cukup profesional
sehingga Hakim benar-benar dituntut berhati-hati dalam
menangani masalah sita jaminan. Seperti halnya di  Penga-
dilan MNegeri Bantaeng. di mana daerah ini tidak begitu
Jauh dari ¥kota Uijung Fandang serta rondisi masyarakatnya
vang sebaian besar sudah terdidik dan tidak buta hukum
lagi.

Dari latar belakang inilah vang mendorong penulis
untuk mengkaji mengenai pelaksanaan sita jaminan pada
Fengadilan Megeri Bantaeng, dalam bentuk skripsi vang
berjudul “"FELAKSANAAN KETENTUAN SITA JAMINAN" (Studi

ka=s=us pada pengadilan Negeri Bantaeng).

1.2 BRatasan Masalah

Fertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut
di atas dan mengingat pula luasnya permasalahan mengenai
sita jJaminan, maka untuk menghindari kesalahpahaman akan
materi vang akan dikaji dalam skripsi ini, olebhnya itu
penulis membatasinya sebagal berikut:
1. Sejauh manakah wewenang Hakim/Ketua pengadilan Negeri

untur meletakbkan sita jaminan ~

-

2. Kapankah perintah saita Jamiran dilaksanakan oleh



Hakim/Ketua pengadilan Negeri 7

3. Sejauh manakah tugas dan wewenanqg panitera/Jurusita

dalam sita Jaminan ?
4. Fartor-faktor apakah vyang mempengaruhi pelaksanaan

ketentuan sita jaminan pada pengadilan Negeri Ran-

taena?

1.3 Tujuan dan ¥Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan maszlah
materi muatan skripsi ini, maka dapat dikemukakan tujuan
dan kegunaan penelitian yaitus:s
1.3.1 Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh manakah wWewWenang
Hakim/ketua pengadilan Megeri dalam melaksanakan
gita jaminan tercsebut.

b. Untuk mengetahui hkapankah perintah sita jaminan
dapat dilaksanakan.

c. Untuk mengetanui faktor—faktor apakah yang
berpengaruh dalam pelaksanaan ketentuan sita
jJaminan dalam pelaksanaan ketentuan sita jaminan
secara khusus lag: pada pengadilan Negeri.

1.3.2 Fequnaan penelitian

a. Sebagai upays untuk pengembangan  ilmiah dalam

mendukung kajian-kajian akademik, khususnya bagi

mahasicswa Fakultas Hukum yang meminati kKajian



hukum acara perdata.

b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi yang membu-
tubkan dalam mendukung terciptanya pelaksanaan
ketentuan sita jaminan yang adil dan bijaksana.

€. Menjadi bahan-bahan referensi bagi penelitian-
penelitian selanjutnya, terutama yang tertarik

pada resensi skripesi indi.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan dats serta kKeterangan—kKeterangan
yvang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penu-
lis zkan mempergunakan beberapa metode penelitian dengan
masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan
metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Penelitian pustaka (Library Research)

Fenelitian indi dimaksudkan untuk mendapatkan
keterangan—-keterangan yang dapat dijadikan sebagai landa-
san teori dengan jalan membaca beberapa literatur seperti
buku-buku, majalah-majalah, koran, makalah-makalahbh ilmiah
maupun  hasil  penelitian yang ada relefansinya  dengan
masalah yang diteliti tersebut.

1.4.2 Penelitian lapangan (Field Research?

Fenelitian ini dimakzud untuk mendapatkan data vyang
cbyektif dengan jalan mendatangi instansi  atauw  lembaga
pemerintah yang berkompoten atau mengetahuli masalah  yang

akan diteliti. Maka dzalam hal iny penulis akan melakukan
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wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang pada pengadi-

lan Negeri Bantaeng. Data vyang terkumpul disusun secara

sistematis, guna memudahkan dalam memberikan kesimpulan-

kesimpulan dan saran-saran.



BAR 2

TINJAUAN UMUM TENTANG SITA JAMINAN

2.1 Pengertian Sita Jaminan

Sebelum sampai pada inti pembahasan skripsi ini maka
terlebih dabulu akan dikemukakan pengertian sita jaminan
baik secara umum maupun secara khusus. Hal ini  dimaksud-
kan agar dalam pembahasan skripsi ini tidak menimbulkan
kesalahpahaman pengertian dari masalah yang akan dikaji.

Secara gramatikal Sita Jaminan berasal dari dua kata
yaitu sita dan jaminan. Sita dapat diartikan sebagai
tindakan mengambil suatu barang tertentu baik berupa
baranag bergerak maupun barang yang tidak bergerak  yang
sementara berada dalam penguasaan orang lain tersebut,
sedangkan jaminan dapat diartikan sebagai pemenuhan suatu
kewajiban vyang dapat dinilai dengan uang, dalam
dunia perbankan jaminan adalah merupakan salah satu
syarat mutlak untuk memperoleh kredit. Sebab suatu kredit
vang tidak memiliki jaminan yang cukup dapat mengundang
bahaya besar, karena keadaan keuangan debitur munghkin
esja secara tidak terduga jatub pada keadaan yang tidak
menguntungkan. Dalam keadaan demikian debitur tidak mampu
lagi membayar utangnya. Maka disinilah jaminan berfungsi
dengan kata lain pihak kred:itur dapat menjual barang itu
vang dijaminkan oleh pihak debitur guna menutuplr utang

piutang tercsebut. (Sri Scedewi Masjchoen Sofwan, 19B0:32)

13
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dikenal pula istilah penyitaan, ssperti ditegaskan dalam
pasal 38 sampail dengan pasal 42 KUHP. Dalam pasal terse-—
but dapat disimpulkan bahwa “penyitaan adalah serangkaian
tidankan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di
bawah penguasaannya baik benda tidak bergerak  maupun
benda bergerak, berwujud atau tidak bterwujud untuk kepen-
tingan pembuktian dalam penvyelitikan. Dari pengertian ini
dimaksudkan bahwa penyitaan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dilakukan untuk kepentingan pembuktian
dalam suatu tindak pidana.

Fengertian—-pengertian di atas bukanlah pengertian
yang akan terjadi inti dari pembahasan skripsi ini, akan
tetapi hanyalah sebhagai bahan perbtandingan. Yang menjadi
topik penting akan dibahas adalah Sita Jaminan atau
didalam bahscsa Belanda yaitu Conservatoir RBeslag di dalam
Hukum Acara Perdata. Sita Jaminan yang dimaksudkan disini
adalah suatu upaya untuk menjamin hak bagi pibhak pengqu-—
gat jika gugatannya diterima.

Sita jaminan ini penting, Khususnya bagi penggugat
karena apabila gqugatan dari pihak penggugat tersebut
diterima atau dikabulkan, terjamin haknya untuk dapat
terlaksananya suatu putusan dari pengadilan. FKemungkinan
pihak  lawan atau terquuat, selama persidangan berjalan,
mencoba mengalibkan hgrta kekayzannya keada orang lain

cehingga apabila qgqugatan menggua=t dikabulkan oleh penga-
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dilan maka putuszan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan
karens tergugat tidak memiliki lagi harba kekayaannya.

Di dalam Hukum Acara Perdata Pasal 260,261 RRg/226,
227 HIE gditegacskan &da dua macam sita jaminan vaitu sita
jJaminan terhadap barang milik sendiri (pemohon) dan sita
jJaminan milik debitur. Sita jaminan terhadap suatu barang
sendiri bukanlah untuk menjamin suatu tagihan kekayaan
melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemchon
atau kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang vyang
disita. Sedangkan sita jaminan terhadap orang milik
debitur adalah merupakan suatu tindakan persiapan dari
pihak penggugat di dalam bentuk permohonan atau menjual
barang debitur (tergugat) yvang disita guna memenuhi
tuntutan =i penggugat.

Sita Jjaminan terhadap barang milik sendiri ada dua
macam yaitu sita Rivindikatoir dan sita Maritaal, Didalam
pasal 260 REBg/2276 HIR ditegaskan bahwa orang yang mem-—
punyai suatu barang yvang bergerak dapat meminta dengan
surat atau dengan lisan kepada FKetua pengadilan MNegeri
yvang berkuasa di tempat tinggal atau kediamannya dari
orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita.
Fenyitaan ini disebut sita rivindikatoir. Jadi yang dapat
disita secara rivindikatoir adalah barang—barang bergerak
milik pemohon. Lain halnya dengan sita maritaal, bahwa
vang dimaksud di sini &dalab suatu  penyitaan dilakukan

untuk melindungi hak penchon selama pemeriksaan sengketa
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perceralian di pengadilan yang sedang berlangsung dengan
menyimpang atau  mesbekoukan barang-barang yang disita,
agar jangan jatuhke tangan pihak vyang tidak berkepen-
tingan. Rarang yang dapat disita secara maritaal adalah
barang bergerak secara keseluruhan dari ha(ta kekayaan.
Sita jaminan terhadap barang miliki debitur atau
tergugat vyang biasanya disebut <cita conservatoir yang
merupakan tindzskan persiapan dari pihak penggugat untuk
menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan
menggunakan atsu menjual barang-barang debdtur atau
tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan dari penggu-
gat. Mengenai ketentuan yvang mengatur perihal =sita con-
servatoir ditegaskan di dalam pasal 261 RBg/227 HIR
antara yang dimaksud dengan sita jaminan ialah sita vyang
dapat dilakukan oleh pengadilan atau permohonan penggugat
untuk mengamankan barang yang sedang dipersengketakan
supaya tidak dirusak, dihilangkan. dipindabh tangankan
cebelum perkara itu berakhir. Dengan demikian pelaksanaan
cita conservateir dapat dijalankan apabila ada alasan
atauw persangkaan yang cukup beralasan bahwa barang terse-—

but akan dirusak atau dipindahtangankan.

2.2 Perbedaan Sita Jaminan dengan Sita Eksekusi
Seperti telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu
bahwa sita Jjaminan merupakan tindakan persiapan  untuk

menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam
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perkara perdata dikemudian hari. Sebab dengan dilaku-
kannya =ita jaminan terhadap suatu barang, baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, maka barang-barang
tersebtut dicsimpan (diconcerveer) untuk jaminan dan tidak
baleh dijual belikan, dibebani maupun disewakan oleh
barang vang tersita.

Permohonan penyitaan lazimnya dalam praktek diajukan
penggugat bersama-sama dengan tuntutan pokok., penyitaan
ini dilakukan cleh jurusita/jurusita pengganti sebagai
pelaksanaan perintah yang dituangkan dalam ketetapan vang
dibuat cleh Fetua Fengadilan Megeri.

Lain halnya dengan sita eksekusi seperti tertuang
dalam retentuan pasal 197 Ayat (1) HIR dihubungkan dengan
pasal 200 Ayat (1) HIR atau pasal 215 Ayat (1) REg. Dalam
paseal-passl tersebut dapat ditarik Fkesimpulan tentang
makna Sita Eksekusi antara lain:

— Sita Eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan tergugat
(pihak vang kalah) setelah dilampaui tenggang masa
peringatan.

- Penyitaan sita eksekusil dimaksudkan sebagai penjanin
jumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penggugat:; dan

- Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uwvang tersebut,
dengan jalan menjual lelalng kekayaan tergugat.

Jika diperhatikan ketentuan tersebut di atas., maka seplin-

tas lalu antara sita jaminan (Conservatoir BReslaq) dengan

eita eksekusi (Eksekutorial Beslag), pada hakekatnya
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mempunyalil kesamaan—kesamaan maupun perbedaan—-perbedaan.
Fersamaan dari keduanya adalah bahwa baik sita jaminan
maupun sita eksekusi sama-sama bertujuan untuk menjamin
pemenuhan kepentingan penqougat., supaya gugatannya tidak
berakibat sia-=sia atau hampa. Selain itu, tata cara
pemaksaan dalam pelaksanaannya vyang dilakukan secara
pakea oleh pengadilan atas permintaan penggugat.

Mazmun demikian di sisi lain terdapat pula perbedaan
ceperti terlihat dari kapan dilaksanakan sita jaminan
{Conservatcir Eeslag) dan kapan dilakukan sita eksekusi
atau dengan kata lain pada tahap proses pemeriksaan
perkara. Pada conservatocir beslag, tindakan paksa peram—
pasan harta untuk ditetapkan sebagail jaminan kepentingan
penggugat dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara.
Sedangkan pada sita eksgekusi, penyitaan tersebut bertu-—
Juan menempathan harta kekayaan tergugat sebagal jaminan
kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada penggugat
dilakukan pada tahap proses perkara  vyang bersanghkutan
telah mempercleh kekuatan hukum yang tetapp dan penyitaan
tersebut dilakukan pada tabap proses eksekusi.

Femudian dari itu terdapat pula perbedaan yang
mendasar vakni bahwa pada ehsehutotial beslag peruntu-
kannya hanva atau lazimnya pada jenis perkara pembayaran

sejumlah uang. Sedangkan conservatoir beslag atau sita
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jJaminan dapat meliputi selurubh jenis perkara. Jadi dalam
h&al ini sita jaminan dapat diletakkan atas benda berdasar
sengketa hak milik maupun hutang piutang.

Ekeekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan
yvang dilakukan secara paksa terhadap pihak vyang kalah
dalam perkara. Dan biasanya tindakan eksekusi ini baru
meruakan masalah apabila pihak yang kalah i1alah pihak
tergugat. Dan pada tahap eksekusi kedudukan tergugat
berubah menjadi pihak eksekusi, oleh karena i1tu berbicara
mengensai eksekusi  putusan adalah  tindakan yano perlu
dilakukan untuk memenuhi tuntutan pengqugat kepada
tergugat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sita
eksekusi adalah merupakan tahap awal atau tahap pertama
dalam eksekusi pembayaran sejumlah wang. Mamun demikian
sita eksekusi ini, menurut hukum dapat dilampaui, apabila
dalam perkara vyang bersangkutan telah diletakkan sita
jaminan terhadap harta kekayaan tergugat. Sita jaminan
vang telah diletakkan di atas harta kekayaan tergugat
dengan sendirinya menghapuskan tahap proses sita ekse-
busi. Jdadi  apabila sudah diletakkan sita jaminan maka
tidak diperlukan lagi sita eksekusi karena sita jaminan
menurut asasnya secara otomatis beralih menjadi sita

ekeekusi pada =aat perkara yang bersangkutan telah mem-
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punyal putusan vang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan
demikian maka pada sita jaminan melekat kKekuatan hukum
sita eksefusi.

Dengan dilampauinys tenggang masa peringatang, Ketua
Pengadilan Negeri langsung mengeluarkan surat perintah
peniualan lelang terhadap barang—barang yang tercantum

dalam berita acara sita Jaminan.

2.3 Jenis-Jenis Sita Jaminan

Secara umum dikenal adanva dua macam eita  jaminan
yvaitu sita jaminan terhadap barang milik sendiri ( pemo—
hon) sita jasinan terhadap barang milik debitur (termo—
hon). Yang dimaksud dengan sita jaminan terhadap barang
milik sendiri adalah penvyitaan yang dilakukan terhadap
barang milik debitur (penggugat) yang dikuasai oleh orang
lain. Sedangran e=ita Jjaminan terhadap barang milik
debitur adalah penyitaan yang merupakan tindakan persia-
pan dari pihak penggugat dalam bentuk permobonan  kepada
FKetua FPengadilan Negeri untuk menjamin daapt dilaksana-
kannya putuszn perdata dengan melelang barang debitur
yvang disita guna memenubhi tuntutan penggugat.

Sita jaminan terhadap barang milik sendiri (penggu-
gat) diatur dalam pasgal 225 HIR/260 RRg, vyang disebut
dengan icstilah revindicatoir beslag. Di dalam ketentuan
ini ditegaskan bahwa arang yang mempunyal suatu barang

yvang bergerak dapat dimohonkan dengan surat atau lisan
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kepada FKetua Pengadilan Negeri, yang berkuasa ditempat
tinggal atau kediaman orang yang memegang barang 1tu
supaya barang itu disita. Jadi yang dapat mengajukan sita
revindicatoir ialah setiap pemilik barang bergerak yang
sedang dikuasi cleh orang lain.

Dengan demikian sita revindicatoir bukan dimaksud
untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan
yang menghukum tergugat untuk membayar sej)umlah uvang,
melainkan untuk menjam:n dapat dilaksanakannya putusan
penaadilan  vang menghukum tergugat untuk menyerahkan
sesuat barang kepada penqqugat, di mana barang tersebut
adalah milik penggugat sendiri yang dikuasal tercugat.

Cara pengajuan sita revinticatoir, tidak perlu ada
s#lasan  bahwa tergugat berusaha menggelapkan atau menga-—
singkan barang-barang yang akan dimohonkan untuk disita,
sehingaga tergugat tidak perlu didengar lebih dahulu
keterangannya oleh hakim sebelum memerintahkan penyitaan.
Namurs dalam permohonan revindicatolir beslag harus dise-—
butkan secara terperinci tentang barang yang hendak
dicsita. Dleh karena itu permchonan eita revindicatoir ito
pada hakekatnya sudah menilai pokok zengketa maka permo-—
honan  =ita yang disjukan kepada hakim vyang memerikea
perkara vyang bersangkutan dan Hakim itu vyang memberai
perintah penyitaan dengan surat penetapan.

Rarang-barang vyang dapat dimohonkan untuk disita

revindicatoir adalah barang bergerak milik pemohon .



208

Rarang tetap tidak dapat disita secara revindicatdle,
cleh karena hecil remungkinan, karens pada umumnya pera-—
lihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah
barang bergeralk.

Dengan adanya sita revindicatoir ind, maka berakibat
hukum pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai
barang vyang telah disita, sebaliknya vang terkena sita
dilarang untuk mengasinckannvya. Barang yang telah disita
tersebut harus dibiarkan ads padga pihak  tersita untuk
disimpannya atau dapat juga barang tersebut disimpan
ditempann di tempat lain yang dianggap patut. Akhirnya,
apabila gugatan penggucat dikabulkan, maka dalam dictum
putusan  sita revindicatoir ini dinyatakan sah dan ber-—
harga dan sebaliknya apabila guoatan tersebut ditolak
makz sita revindicatoir tersebut dinyatakan dicabut.

Sita jaminan barang milik fkreditur {penggugat)
dikenal puls adanya sita maritasl. Yang dimaksud dengan
sita maritaal adalah suatu penyitaan yang dilakukan untuk
menjamin  agar barang yang disita  tidak dijual, jadi
fungsinya adalabh untuk melindungi hak pemohon selama
pemerikeaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung
antara pemohon dan lawannya. dengan menyimpan dan membe-—
kukukan barang-barana vang dieita, agar Jjangan sampad
jatuh di tangan pihak ketiga. Sita maritaal ini tidak
perlu dinyatakan sah dan berharca  apabila dikabulkan,

vtarena sifatnya hanyalah menyirnian. Sita maritaal inid
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dapat dimohonkan kepada pengadilan Negeri oleh seorang
istri, vyang tunduk pada BW, selamd senghketa perceraian
diperikea di pengadilan. Mamun demikian di dalam praktek
sita maritaal Jarang lagi digunakan. (aedikno Mertokusu-
mo, 1988:463).

Kemucdian dalam pasal 227 HIR/261 REg diatur mengenal
sita jaminan atau consevatoir beslag, yang dimaksudkan di
sini adalah sita jaminan terhadap barang milik tergugat
vang dilakukan untuk menjamin dapat dilak=sanakannya
putusan pengadilan yang menghukum terguaat untuk membayvar
sejumlah uang kepada penggugat vaitu dengan cara menjual
barang-barang milik tergugat yang disitz tersebut dan
uvang hasil penjualan diperqunakan untuk membayar piutang
pengougat. Walasupun pada dasarnya  penyvitaan  tersebut
tidak selalu berakhir dengan penjualan barang tersebut.

Fenyitaan barang milik terqugat ini terjadi berda-—
sarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan
kreditur. Conservatoir beslag (sita jaminan) tidak harus
dilakukan setiap ada permohonan dari kreditur melainkan
harus didasari adanya sangka yang beralacsan.

Sita jaminan dapat dilakukan terhadap barang-barang
bergerak maupun barang tetap miliki debitur dan barang
milik debitur berada di tangan orang lain. F¥Ketiga hal
tersebut di atas dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan
baik dari segi pengaturannya maupun dari prakteknya.

Barang bergerak yang disita harus dibidiarkan tetap
berada atau dikuasal ecleh tersita untuk disimpannya dan

dijaganya serta dilarang menjusl  atau mengalihkannya.
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Fetentuan ini di atur dalam pasal 197 ayat @ HIR/212 RBg
yaitu:

"Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya
hendaknya membiarkan menurut keadaan barang vyang
bergerak 1itu atau sebahagiannya pada orang vyang
disita barangnya itu supaya disimpannya atau menyur—
uh membavia barang itu atau sebagian ke suatu  tempat
simpanan yang patut”™.

Dari ketentuan tercsebut diatas, jelaslah bahwa dapat pula
disimpan di tempat lain misalnya di gudang tertentu atau
digudang pengadilan Negeri, hal ini  dimaksudkan untuk
menjaga jangan sampal barang tersebut rusak. Jadi 2kibat
yuridis dari adanya conservatolr beslag si tersita atau
tergugat sebagai pemilik barang bergerak tersebut telah
kehilangan wewenangnhya atas barang miliknya.

Lain halnya Jjika yang disita adalah barang tetap
atau tidak bergerak untuk mencegah jangan sampai barang
tersebut dijual, maka penyitaan tersebut harus diumumkan
dengan memberi perintah kepada FKepala Desa supaya penyi-
taan barang tetap itu diumumkan di tempat, agar diketahui
acleh orang banyak atau masyarakat umum. Yang disita  itu
barang tak bergerak berupa tanah, maka salinan berita
acara penyitaan tersebut dapat didaftarkan di kantor pen-
daftaran Tanah hal ini sesual dengan ketentuan pasal 30
PP. 10/1961 jo. psl. 198 ayat (1) HIR 217 ayat (1) EEg.

Fenyitaan barang tetap harus dilakukan oleh juru
sita di tempat barang-barang itu terletak dengan menco-

cokkan batas-—-batasnya dan disaksikan oleh pamong Desa.
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Jadi dalam hal ini tidak hanya di rumah pemilik barang
tetap itu atau hanya di tempat lain saja, tetapi tetapi
langsung ke lokasi barang vang disita terhitung mulai
berits a&acara penyitaan harang tetap itu dimaklumkan
kepada wumum, maka pihak yang disita barangnya dilarang
memindahkannya kepada orang lain, membenahi atau menyewa-
kan hal ini diatur dalam padas}] 119 HIR/214 RBg.

Kemudian dikenal gpula penyitaan terhadap barang-
barang bergerak milik tergqugat yang berada dipihak reti-
ga 4 vang dimaksudkan di sini =adalah apabila debitur
mempunyal iutang kepada pihak ketiga, maka Fkreditur
(penggugat) untuk menjamin haknya dapat melakukan sita
jaminan atas barang beragerak milik tergugat yang ada
pada  pihak ketiga tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya
tidak diatur secara konkrit di dalam HIR maupun RBg. Akan
tetapi untuk memenuhi kebutuhan praktek hal ini dimung-
kinkan.

Akhirnya, karena pada dasarnya sita Jaminan
bertujuan untuk memberi perlindungan kepentingan penggu-—
gat maka menurut pasal 227 ayat (5) HIR/261 ayat (B) RRg.
sita jaminan setiap saat dapat dicabut, apabila diadakan
Jaminan atau tanggungan yang mencukupi. Demikian pula
bila ternyata penyitaan itu tidak ada manfaatnya atau
barang tersebut termyata bukan milik tergugat tapi milik

orang lain.
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TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI

DALAM HUBRUNGANMYA DENGAN SITA JAMINAN

3.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Ketentuan tentang apa yang termasuk kekuasaan atau
wewenang berbagai Jenis pengadilan dslam  suatu negara
lazimnya diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur
tentang susunan dan kekuasaan badan—badan peradilan.

Di Indonesia ketentuan mengenal susunan dan  kekua-—
sazn badan-badan peradilan diatur dala Undang-Undang
Momor 14 Tahun 1270 {pasal 10 ayat 1) vang antara lain
menegaskan bahwea:

"Yeruasaan KNehakiman dilakukan oleh Fengadilan dalam
lingkungan:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

€. Feradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara
Dari masing-masing badan peradilan tersebut di  atas
mempunyal tingkatan—-tingkatan dan semuanya berpuncak pada
Mahkama Agung, masing-masing peradilan tersebut mempunyali
wewenang untuk menerima, memerikea dan mengadili  =erta
menyelesaikan perkara-perhara jenis tertentu yang mutlak
tidak dapat dilakukan badan peradilan lain.

Fengadilan negeri merupakan pengadilan yang bertugas
dan berwenang memerikesa, memutus dan menyelesaikan perk-

ara gperdata pada tingkat pertamz. Ferkara perdata  yang

dimaksudkan di sini adalah semu= perkara yang meliputi
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hak mility dan hak-hak yang timbul karenanya =erta hak-hak
keperdayaan lsinnya, termasuk penyelesaizn masalah yang
berhubungan dengan tuntutan hak yang tidak mengandung
csengleta, terkecuali undang-undang menetapkan lain. Jadi
masing-masing peradilan ini mempunyal wewenang sendiri-
sendiri. bewenang masing-masing badan peradilan inilah
dinamzakan wewenang mutlak (kompetisi absolut).

Femudian dalas pasal 1 Undang-Undang No. 13 tahun
1255 . diatur mengenai adanya tiga tingkatan peradilan
umtim atas sipil sehari-hari yaitu:

1. Pengadilan MNesgeri untuk memeriksa dan menutup perkara
pidana dan pidana dalam tingkat pertamas
2. Pengadilan tingoli untuk memeriksa dan memutus perkara
perdata dan pidansa dalam tingkat Kedua dan tertinggi.
3. Mahkamah Agung untuk memeriksa tingkat kasasig
Fetiga tingkat peradilan tersebtut di atas adalah merupa-
kan pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan  umum
dan hetiganya menpunyali wewenang masing-masing sesual
dengan ketentuan undang-undang.

Kehkuassaan Yehakiman di Indonesia telah diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1970 1985, tentang
Mahkama Agung, Undang-Undang MNomor 2 Tahun 1986 tentang
peradilan umum. Undang-Undang Me. 14 Tahun 1970 adalah
merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar
serta aras—aras peradilan serta pedoman bagi lingkungan

peradilan umuin, peradilan agams, peradilan militer dan




peradilan tata usaha negara.

Fekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang
berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak
di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenaggarakan pera-
dilan demi terselenggaranya diserahkan kepada badan-badan
peradilan dan hal ini merupakan ciri khas negara hukum.
Penegasan tersebut berarti bahwa tidak diperkenankan
adanya peradilan—-peradilan vyang dilakukan coleh bukan
badan peradilan negarz seperti peradilan swastaja dan
peradilan adat.

Dalam pelaksanaan hkekuaszan kehskiman di negara kita
mengenal pula azas obyektifitas seperti diatur dalam
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Momor 14 Tahun 1970 yakni:

Y1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan crang"

Dari ketentuan di atas jelzslah bahwa hakim dalam
menerilksa perkara dan menjatubhkan putusan harus cobyektif
atau tidak memihak.

Fengaturan lain yang memberikan alasan—alasan yang
lebih luas sehubungan dengan azas obyektivitas ini diatur
dalam pasal J74 ayat (1) bahma apabila  perkara  yvang
diperiksa oleh hakim itu menyangkut kepentingan hakim itu
cendiri, baik langsung maupun tidak, atau dimana tersang-—-
kut istri hakim itu sendiri atauvpun calah seorang keluar-
ganya maka pihak yang diadilli dapat mengajukan keberatan.

Hal ini sejalan pula dengan prinsip nemo judes indeneus
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in pro pria causa, yang berarti tidak seorangpun dapat
menjadi hakim yang baiX dalam perkaranya sendiri.

Pengadilan NMegeri berkedudukan di  Kotamadya atau
Kabupaten, oleh karena setiap pengadilan Negeri mempunyai
daerah hukum masing-masing yakn hanya meliputi wilayah
Kotamadya atau Kabupaten dimana pencadilan tersebut
berada. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman
dengan persetujuan Mahkama Agung.

Pengadilan Negeri mempunyal dua kewenangan atau
kompetensl untuk memeriksa/mengadili perkaras dari suatu
pengadilan. Kewenangan atau kKompetensi vyang dimsksud
adalah:

1. Mewenang mutlak (absclut) yaitu kewenangan memerikea
atau mengadili perbara berdasarkan pada pembagian
wewnenang/ pembebanan  tugas (atribut kKekuasaan) yang

mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan

lain:
2. Vewenang relatif fnisbi) yaitu kewenangan
memeriksa/mengadili perkara dari suatu pengadilan

berdacsarkan pada pembagian daerah  hukum (distribusi
Kekuasaan). Untuk Pengadilan negeri, daerab hukumnya
meliputi daerah Thk. 11 ditempat pencadilan negeri  itu
berada.
Jadi dalam hal ini, pengadilan negeri  bertugas
memerikesa dan memutus perkara dalam tingkat pertama,

dalam lingkungan peradilan uwinum. khususnya mengenai
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perkara perdata dengan tidak memandang kebangs3Ia»n
golongan penduduk dari crang-orang yang berperkara terke-
cuali wundang-undang menyatakan lain. Maksudnya adalah
perkara-perkara khusus yang biasanya ditangani khusus
eeperti pengadilan agama.

Yemudian pada daerah Tingkat I (Fropinsi) terdapat
pengadilan Tingg: yvang merupakan pengadilan banding untuk
semua perbkara pidana maupun perdata, Tugas dan  Wewenang
fgengadilan Tlnggi ini memutus dalam tingkat kedua dan
tertinggli semua perhara perdata dan pidans yang dimajukan
csetelah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri.

Fengadilan Tinggi menyelesaikan sengketa yang kompe-—
tensi pengadilan negeri atsu dengan kata lain bahwa
apabils terjadi sengketa wewenang menagadili antara penga-—
dilan negeri dalam daerab hukumnya maka pengadilan Tinggi
vang memutuskan perkara ittu. Dan putusan tersebut adalah
putusan terakhir. Artinya harus diikuti oleh pengadilan
negeri  untuk segera melakulkan pemerikesaannys dan tidak
perlu memohon hasasi kepada Mahkama Agung.

Selanjutnya pengadilan Tinggli mempunyai tugas dan
wewenang pula untuk membimbing pengadilan negeri dan para
hakim dalam daerah hukumnya. melakukan pengawasan terha-
dap Jjelannya peradilan, menjaga csupaya peradilan itu
diselenggarakan dengan sekcsama dan sewajarnya. Dan mela-
kukan pengawasan yang teliti terhadap tingkab laku dan
gerbuatan pada hakim dalam daerah hukumnya serta  menjadi

roordinatar Departemen Kehakiman di daerah.
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Sebagai puncak peradilan terdapat Mahkamah Agung
vang berkedudukan di  Ibukota Negara. Mahkamalh Agung
adalah merupakan pengadilan tertinggi. Dengan demikian
maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai
badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri, akan
tetapi berpuncak di Mahkamah Agung. Hal ini tentu dimak-
sudkan untuk adanya kesatuan peradilan.

Menurut ketentuzn pasal T2 Undang-Undang Momor 13
tabun 1985, mengatur mengenai KFekuasaan Mahkamah Agung

antara lain:

1. Mahkamah Agung m&lakukan peEngawssan  tertinggi  ter
penvelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradi-
lan dalam menjalankan kekuaszan kehakimang

)

. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan
para Hakim di semus lingkungan peradilan dalam menja-—
lankan tugasnyaj;

i
.

Mahkama Agung berwenang untuk seminta keteranagan
tentang hal-hal yang ber=zangkutan dengan teknik pera-
dilan dari semua Linghkungan FPeradilan:

3. Mahkamah Agung bkerwenang memberi petunjuk. tegoran,
atau peringatan yang dipandang perlu kepada Fengadilan
di semua Lingkungan Peradilang;

S. Pengawasan dan Yewenangan csebagaimana dimakesudkan
dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh
mengurangli kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

Dengan demikian maka jelaslah wewenang atau  kekuasaan

Maht:ama Agung sebagai Fengadilan tertinggi di Indonesia.



Pentingnya keteradaan lembaga-lembaga peradilan
tersebut di atas tentu didazari pertimbangan batwa putu-
zan pa2ngacdilan itu dibuat oleh manusia biasa, yang diberi
gelar Hakim, sebagai manuszia biasa tentu saja tidak luput

dari teszlahan atau kahilafan dan tidak mustahil terja-

dinys putusan yang memihzt . ¥Feadaan ini dapat berdanpal
keticdskpuasan terhadap suatu putusan pengadilan.

Rgar  suatu perlara dapat ditinjaw dari secals zegi
sehingga gameriksaannya tuntas zerta untuk mencegah atau
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aknya mengurangl kelkeliruan  dalam memeriksa
dan memutus suatu perbara, diadalkanlah pemeriksaan dalam
dua tingkat vyakni pada tingkat pertama dan peradilan
dalam tingkat banding. Peradilan tinghat pertama adalah
pengadilan Tinggi. Pemeriksaan pada tinghkat banding
merupakan pemerikssan dalam tingkat kedua dan  terakbir
yang memerihksa secara kes2lurubhan, bailk dari segi peris-
tiwanya maupun dari segi bukumnya. Dan apabila putusan
Pengadilan Negeri belum juga memnuwaszblan pihalk vang bkalah,

maka masih dimungkinkan untuk kesazi Le Mabkamah Agung.

3.2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengadian Negeri
Setelah mengetabui gambaran umum kekuaszaan kehakim-

an maka berilut ini akan diuraikan seiauh mana tugas  dan
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wenenang hakim Fengadilan Negeri khususnya dalam menanga-
ni kasus-kasus perdata.

Seperti dijelaskan pada pembahaszan terdahulu  bahwa
kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum
gilakeanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi.
Fengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di
ibukota ¥Kasbupaten dan daerah hubumnya meliputi  wilayah
atau Mabupaten wyang bersanghkutan.

Di dalam Fketentuan Undang-Undang Fokok Kekussaan
Kehakiman (UU.Mo.1471970}) pada pasal 2 ditegaskan menge-
nai tugas pokok badan peradilan adalah:

"1} Menyelenggarakan hKekuasaan kehakiman tercantum
dalam pasal 1 diserahkan kKepada badan-badan
peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang,
dengan tugas pokok untuy menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajuran repadanya.

Dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa peradilan
yang memerikea perkara perdata menjadi wewenang peradilan
umum. Sedanc yang bertugas sebagai hakim sebari-hari
untuk segala pendudul  dalam tingkat pertama untuk
memeriksa dan memutus perkara perdata . yang dahulu
diperikea oleh pengadilan yang dihapuskan adalah hakim
pengadilan nggeri. Fekuasaan pengadilan dalam  perkara
perdata meliguti semua sengketa tentang hak milik  atau
hak—hak vyang timbul karenanya, hutang piutang atauv hak-

hak keperdataan lainnva.



Selain hal tersebut di atas, hal yang menarik dalam
hubungannya dengan kewenangan hakim pada pengadilan
negeri adalah masalah =sita jaminan. Sita jaminan vyang
dimaksudban disini adalah merupakan upaya-upaya untuk
menjamin hak. Pentingnya sita jaminan tersebut diadakan
untuk menjamin dapat dilakszanakannya putusan perdata atau
menjamin kepentingan penggugat manalalah penggugat meme-
nangkan perkara atau apabila gugatannya diterima.

Telah dikemulakan terdahulu babwa jika ada persang-
kaan vyang beralazan, bahwa seorang berutang, sebelum
dijatubkan putusan  atasnys atau sebelum putusan yang
mengesahkan belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan
menghilangkan atua membawa barangnya yang bergerak atau
tidak bergerak, dengan maksud menjauwhkan barang tersebut
dari krediturnya, maka atazs permintaan oranmg yang berke-
pentingan Ketua Pengadilan Megeri dapat memberikan perin-
tah supaya barang tersebut disita.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat
dizimpulkan btahwus yang berbak atau  berweuenang untuk
memerintabkan diadaban penyitaan adalah Ketua Fengadilan
Negeri. MNamun demikian muncul pernyataan, oleb karena
dalam ketentuan tersebut di atas tersurat pula ketentuan
yvang memnunghinkan permchonan sita jaminan tersebut diaju-
kan =sesudah ada putuzan pengadilan, tetapi putusan tercse-
but belum dapat dilabszonabang nizsalpya karena per-

kara tersebut s=sedang di,rriksa wla tinghat  banding.
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Dan pada waktu pemeriksaan perkara pada Pengadilan negeri
belum terlihat tanda-tanda atau sangka vyang beralasan
bahwa pihak tergugat akan mengalihkan barang-barananya,
nanti setelah perkara tersebut diperikea di Fengadilan
Tinggi baru terlihat adanya tanda-tanda bahwa pihak
tergugat akan mengalihkan atau menjual barang tersebut.

Jika terjadi permaszalahan demikian, maka kemanakah
peroachonan sita jaminan tersebut diajukan, apakah  kepada
Ketua Pengadilan Megeri atau Fkepada Ketua Pengadilan
Tinggi 7 Untuk meniawsb pertanyaan ini, maka perlu diper-—
hatikan beberapa Fkeputuszan dari PMahkamah Agung jJakni
Futusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 No. 206
K/Sip/1955 dalam perkara antara Tan Rung Pong melawan All
Birs Dahlan dan Yeputusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Movem-—
ber 1975 No. 258 K/Sips/1973 dalam perkara antara La Kamba
melawan Andi Fane dan M. A. Takka yang pada intinya 1isi
putusan 1ini menyatakan bahwa pertimbangan pengadilan
Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Fermohonan conser-
vatopir beslag vang diajukan oleh pengougat-terbanding
dalam contra memori banding tertanggal S Juni 1970 harus
dinyatakan tidak dapat-diterima karena berdasarkan pasal
262 RRag hal ini adalah wewenang Fengadilan Megeri Watang
Pone wuntuk memutuskan dan  Pengadilan Tinggi adalah
istansi banding.

Dari kedua Mahkamah Agung tercsebut di atas, maka

dapat dicimpulrzan bahwa FPengad:!.n Megerilah yang berwe-
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nang untuk memerintahkan penyitaan, begitu pula permcho-
nan £ita jaminan tersebut diajukan. Hal ini sejalan pula
dengan pendapat Frof. Dr. Sudikno Mertokusumo (1988:47)
yang menyatakan bahwea:
"Fenyitaan diajukan kepada Ketus Pengadilan Negeri
dan kKetua Fengadilan Negeri inilah yang memerintah-
kan penyitaan tersebut.
Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa penyitaan
sebagsi sustu tindakan persiapan yang sifatnya hanyalah
menjamnin hak dan bukan merupakan pemerikszan pokok
perkzra, maka tidak akan mempengaruhi pemerikezan vyang
bersanghkutan di tingkat banding. Surat penetapan penyi-
taan tersebut dikirim hoe Fengadilan Tinggi untuk
diperiksa bersama-sama dencan pohkok perkara yang bersang-
ratan. Kalaw Fengadilan Tingogl menguatkan putussn  terse-
but wvang isinvya mengabulkan qugatan, maka di dalam dican-
tum putusan pengadilan ditambahkan bahwa permohonan  sita
jaminan vang telah dikabulkan oleh pengadilan negeri
dinyatarkan eah dan berharga, sedang apabila pengadilan
tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri, maka di
dalam putusannya ditambahkan bahwa sita Jjaminan itu
diangkat.

Dari pendapat tersebut di  atas <serta beberapa
putusan Mabkamah Agung,., maka jelaslah bahwa yang berwe-
nang untuk meletakhan sita Jaminan adalah pengadilan

negeri.
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3.3 Tugas dan Wewenang Jurusita

Setelah dibahas mengenail tugas dan wewenang hakim
perdata Pengadilan Negeri secara khusus dalam kaitannya
dengan sita jaminan, maka pejabat pengadilan yang tidzsk
dapat dilupakan atau dilepaskan tanggung jawabnya dar:
tugas melaksanakan perintah dari hakim atau Ketua Sidang
adalah jurusita.

Jurusita pada Pengadilan neqgeri diangkat dan diber-
hentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul retua
Fengadilan Megeri. sedangkan jurusita pengganti diangkat
dan diberhentikan cleh Ketua Pengadilan MNegeri Ketentuan
ini dimuat dalam pasal 41 Undang-Undang No.2 Tahun 1986,

Untuk menjad:i: atau diangkat menjadi jurusita harus
memenuhi beberapa persvaratan formal. Menurut ketentuzan
pasal 40 Undang-Undang nomor 2 tahun 198& bahwa syarat
untuk diangkat menjadi jurusita antars lain harus berijs-
zah Sekolah Menengah Tingkat Btas dan  berpengalaman S
ilima}) tahun sebagai jurusita penqoanti =se danokap per-
syaratan untuk diangkat menjadi jurusita pengganti =zadalzh
kecuall berijazah Sekolah Menegah Atas juga harus berpen-
galaman 5 tahun sebagal pengawal negeri pada pengadilan
negeri.

Adapun  yang menjadi tugas secrang Jjurusita adalah
melak=sanakan perintah yang diberikan oleh ketua =sidang.

Menurut ketentuan passl 33 ayat (3) Undang-Undang MNo. 14
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tahun 1970 bahwa pelaksana putusan dalam perkara perdata
dilakukan oleh panitera dan jurusita dipinpim oleh Ketua
Fengadilan. Selanjutnya dalam pasal &5 Undang-Undang No.
2 tahun 1985 menyebutkan bahwa jurusita bertugas pula
menyampaikan pengumuman—pengumuman teguran—teguran
grotes—-protes dan pemberitahuan ketentuan undang-undang.
Selain itu melakukan penvitaan atas perintah Ketua Fenga-
dilan Megeri dan membust berita acara penyitaan.‘

Seorang jurusita dalam menjalankan tugasnya dibantu
cleh dus orang saksi dan apabila paniters atau  jurusita
berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau sebab vang
lain, maka ia Oapst digantikan cleh seorang yvang cakappe
atau yang dapat dipercava yang ditunjuk untuk itu oleh
Fetua Pengadilan ataun oleh pegawai yvang dikuasakan atau
atas permintaan Ketua Pengadilan., dalam hal ini penunju-
kan orang itu menurut cara yang patut.

FPanitera atau jurusita dalam melaksanakan penyitaan
diuvsahakan supaya tetap memperhatikan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Femudian panitera atau jJuru =sita dalam
melavsanakan tugasnya untuk menyita swatu  barang harus
menperhatikan ketentuan uwundang-undang yvang berlaku
ceperti  ketentuan pasal 221 EBQ/197 HIE bahwa dalam  hal
melaksanakan penyitaan terhadap barang vyang tidak ber-
gerak, kepunyvaan orang vang berhutang. termasuk uang
tunai dan surat yvang berharga dapat juga dilakukan atas

barang yang berwujud yang &da di tangan orang lain tetapi
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tidak dapat dijralankan terhadap hewan dan alat vyang

sangat berguna bagi tersita untuk menjalanban mata penca-
bariannya. FKemudian pasal 212 RRq/1%7 ayat (9) HIR,
menetaphan bahwa panitera atau aorang yang ditunjuk  seba-—
gai gantinya hendaknya membiarkan menurut keadaan barang
yang tidak bergerak itu atauw sebahagiannya pada  orang
Yang disita barangnya 1tu supayva disimpannya atau
menyuruh membawa barang itu atau sebsgiasn ke soatu tempat
penyimpanan vang patut.

Setelah panitera atau jurusita melaksanakan  tugas
berdasarkan surat perintah penvitaan., maka diwajibkan
bepadanya untuk membusat berita acara penyitaan csecara
tertuli=s. Dalam berita acara tersebut memuat hal-hal
sebagai berikout:

1. Hari dan tanggsl, bulan serta tahun dilaksanakannya
penyitaan.

2. Identitas pemchon dan termohon

. Identitas para saksi

4. Merinci secara lenghkap semua tindakan yang dilakukan.

S. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan
kedua orang saksi.

Dari uraian-uraian di atas maka dapatlah disimpulkan
bahwa tugas dan wewenang jurusita pada pengadilan negeri
adalah melaksanakan suvatu perintah atauw  putuzan hakim
untuk melaksanaban suatu penyitaan berdacsarkan surat
penetapan/perintah Gari  hakim atau  FKFetus Fengadilan

Megeri Tersebut.



BAR 4
FELAXSANAAN ¥YETENTUAN SITA JAMINAN

PADA PENGADILAN NEGERI BANTAENG

4.1 Prosedur FPelaksanzan Sita Jaminan pada Pengadilan
Megeri Bantaeng

Sztelah membahas mengenal tugas dan wewenang Hakim
atau ketua Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan sita
Jaminan, maka sampailab pada pembahasan inti skripsi  ind
vakni bagaimana pelaksanaan ketentuan sita jaminan pada
Fengadilan Negeri Bantaeng.

Seperti telah dikemukakan pada pembahasan  terdahulu
bahwa apabila ada persangkaan beralasan, maka pihak
pengguaat dalam suatu perkars perdata dapat mengajukan
permcohonan sita jaminan kepada Hakim atau Ketua FPengadi-
lan Megeri. Hzl ini dimaksudkan untuk menjamin hak
penggugat sekiranya gugatannya dikabulkan atau dimenang-—
kar. Karena =ita jaminan merupakan tindakan persiapan
untul menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan
dalam perkars perdata.

Mengingat fungei dari sita jaminan untuk menjamin
hak, wmaka permohonan =ita Jjaminan atau conservatoir
beslag selalu berkaitan dengan pokok  perkara, sehingga
tidak mungkin suatu permchonan sita jaminan berdiri sen-
diri. Hanya dalam hal ini ada beberapa kemungkinan sita
jJaminan dapat diajukan bersama-=sama dengan pokok perkara.

Sehubungan dengan bagaimana cara mengajukan permoho-

nan =sita jaminan serta uvkuran apakah yang dipakal seorang

8
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Hakim atau Ketua Fengadilan Megeri untuk menerima suatu
permchonan  sita jaminan didalam praktek terdapat perbe-
daan—-perhedaan.

Di Fengadilan MNegeri Rantasng misalnya tentunya
memilikil cara tersendiri ataupun mempunyai  ukuran—ukuran
tersendiri bagli Ketua Pengadiian cgalam menetapkan suatu
FPermohonan sita jaminan dapat diterima:

Menurut ¥Ketua Fengadilan Megeri Rantzaeng (Wawancarsa

tanggal 22 FPebuari 1393) bahwa:

"Dalam hal preosedur pelaksanszn sita  jaminan  yang
lazim dalam praktek di Fengadilan Negeri Rantaeng
harve melalui 4 {empst) tahap antara lain:

1. Femchon harus mengajukan permohonan kepada Ketua
Fengadilan HMegeri vang mencantumkan nama dan
letak secara lendgkap barang yang dimohonkan sita
tersebut, sesuai  yang tercantum dalam surat
gugatan dan menyebutkan alasannya:

2. Setelah itu Ketuas FPengadilan Megeri meneliti dan
apabila dari hasil penelitian tersebut ternyats
mementhi eyarat, mak a Ketus Fengadilan
Megeri/Majelis mengeluarkan atau membuat peneta-
pan Ferintah Sita Jaminan atas barang yang dimo—
honkan sita tersebut;:

2]

. Panitera/Jurusita melakukan sita jaminan berda—
sarkan penetapan Ketuz Pengadilan Negeri;

4. Penyimpanan barang tersebut, untuk baramg tidak
bergerak tetap dikuasai oleh tergugat di bawah
pengawasan kepala Desz/Melurahan setempat.

Feempat tahap di ata=z adalah merupakan rangkaian
dari permohonan c€ita jaminan sampdl repada pelaksanaannya

dan akan dibahas lebih lenghkap pada pembahasan berikut.



4.1.1 Cara Mengajukan Permohonan Sita Jaminan

Jika mesperhatikan Hukum Acara Perdata dalam hal
ini masih berdasarkan pada Reglement Buitengestan (RBg)
dan Herziene Indonesische Reglement (HIR) ketentuan
mengenal  cara mengajubkan permchonan Sita Jaminan  diatur
dalam pasal 226,227 HIR dan pasal 250,261 REg. Ketentuan
ini pada dasarnya memberikan keaunghkinan kepada  pamohon
untuk mengajukan permchbonan meletakkan sita Jaminan
secara terpizab dari polok perhaira atau dengan zuatu
parmchonan tersendiri bashkan permohonan tersebut dapat
pula diajubkan secara lizan.

Walaupun wndang-undang menghendaki cara pangajuan
pernohcnan sita jaminan dapat dilalukan dalam beberaga
carz eseperti vyang dikemubakan di atas, namun dalam
prarttek kbususnya di Pengadilan MNegeri Bantaeng tetap
menzkai cara pengajuan permchonan  secara  bersama-sama
dalam =surat Jaminan yang telab diletakhkan itu, dinmyatakan
sah dan berharga permohonan ini dicantumkan bersama-zama
dernjan potitum atau gugatan pobal..

Cara pengajuan permohonan £ita jaminap bersama-sama
dengan surat gugatan dipandang =zangat praktis, karena
dalam surat gugatan terscbut sudah jelas dicantumkan nama
darn letak secaora lenghap harang yang hendak dimchonhkan

sita, jadi cubup memaszullan alasar-alasan dalam  posita

(e

serta  memohon penctapan =ita sinan  adalah  =sah dan
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berharga dalam pititum.

Sebagai contoch, berikut ini penulis akan kemukakan
perkara No. 21/ptd.G/1993/PN.BRtg vang pernah ditangani di
Fengadilan Megeri Bantaeng vyang melibatkan H. Hakim
bersaudara bertindak sebagai penagugat melawan Drs. A,
Asli Dkk., bertindak csebagai tergugat dalam sengksta
tanah vyang terletak di Lingkungan Tino Toa Kelurahan
Bontomanai Kecamatan Bissapu Dati 11 Bantaeng berdasarkan
surat Gugatan tertanggal B MNovember 1293. Di mana dalam
Surat Guagatan vang diajukan kepada Ketua Pengadilan
Megeri BRantasng memuat pula permohonan sita  jaminan,
seperti tercantum dalam positay —--——-———--= bahwa guna
jaminan tanah cidera tidak terpisah tangan pada pihak
ketiga, penggugat mchonkan diletakkannys penyitaan (C.B):
------ kemudian dalam pititum pada poin  (b) menyatakan
menurut hukum, sita jaminan adalah sah dan berhargas;.

Dengan demikian jelaslab bagaimana cara mengajukan
permohonan sita jJaminan yang diajukan bersama—-sama dengan
surat gugatan.

4.1.2 Syarat-syarat Diteramanya FPermchonan Sita Jaminan

Fermazalahan selanjutnya adalah apakah semua permo-—
honan sita jJaminan dapat diterima Hakim atauw ¥Yetua Penga-
dilan Megeri 7 untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita
melihat dahulu ketentuan pasal 2277 HIR/261 RBg di mana di
dalamnya dinyatakan balwma Jika ada persangkaan  yang

beralasan babwa terguogst  akan mengasinkan barang—
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barangnya atau menjadi obyek perkara. Oleh karena vyang
dimasudkan persangkaan—persangkaan tersebut adalah per-—
sankaan Hakim, maka hal ini tentu saja menimbulkan adanya
perbedaan—perbedaan di dalam praktek. Sebab setiap Hakim
punya cara serta pengalaman tersendiri di dalam menentu-
kan adanys persanghkaan yang beralaszan terebut.

Sehubungan dengan hal ini menurut Muh. Yusuf Wahab,
SH (Mawancara tanggal 23 Feburari 1994 bahwa:
"Salah satu cara untuk membuktikan adanya =sangka yang
beralssan khususnya dalam menangani permohonan sita
Jaminan pada Fengadilan Negeri Bantaengi Hakim/Ketua
Fengadilan Megsri mencar: data melalui pemerintah
setempat dimana cbyek yang dimintakan sita tersebut
berada, apakah tergugat/termchon ada wusaha untuk
menghilangkan atau memindahkan barang-barang senketa
selaku obyer sita jaminan dari tangannya, kalau yahs
maka adanyes =angka beralasan itu telah terbuktai“.
Jadi sebelum Hakim/Ketua Pengadilan Megeri menerbit-
yan penetapan tentang Ferintah Sita Jaminan, maka
Hakim/ketua pengadilan Megeri harus benar-benar memper-—
timbangkan perlu tidaknya sita jaminan tersebut dilaksa-
nakan, dan kKalauw permohonan itu dianggap beralasan  baru-
lah FKetua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan sita
jaminan dan kalauw tidak beralasan maka permohonan 1tu
ditolak dengan penetapan pula dan barang-—barang yang akan
disita harus sesual dengan vang tertera dalam permchonan.

Selain hal tersebut di atas perlu diperhatikan pula
bahwa csebelum Hakim/Fetua Fengadilan PMegeri menerhbithkan
Fenetapan Ferintah Sita Jaminan, haru=z= benar-benar dikua-

sai oleh termohon dan barang—barang tersebut benar—benar

milik termchon.
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¥husus mengenail permohonan sita jaminan dalam hsal

perkara utang piutang, Mub. Yusof Wahab, SH (Wawancara
tanggal 23 Pebruari 19794) menjelaskan bahwa:

"Dxlam hal ini kita tetap mendasarkan pada surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia fNo. O5
tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, di mana memberi-—
kan petuniuk bagaimana sita  Jaminan dilakukan
fconservatoir beslag) agar barang—barang yang disita
nilainya diperkirakan tidak jzauh melampauil nilai
gugatan dan hendzaknya penyitaan dilakukan lebih
dahulu terhadap barang-barang bergerak jika menurut
perkiraan nilai barang bergerak itu tidak mencukup
baru diteruskan penyitaan terhadap barang-barang
tidak beragerak.

Jadi di sini jelaslah bahwa tidak selamanya permoho-—
nan penyitaan dari penggugat dapat dikabulkan oleh
Hakim/¥etua FPengadilan Megeri. hal ini  harus memenuhi
persyaratan vyakni benar-benar beralasan menurut hukum.
Apabila permchensn dikabulkan dan Yemudian qgugatan peng-
quugat dikabulkan oleh pengadilan., maka =zita jaminan vang
telah dilakukan dinyatakan =sah dan berharqga dalam
putusan. Akan tetapi bilamana kemudian ternyata qugatan
pengougat ditolak, maka sitza jaminan tersebut diperintah-
kan szegera dicabut.

3.1.3 Pelaksanzan Sita Jaminan

Telah ditegaskan di ataszs bahwa setelah cukup alasan
bagi Hakim/Ketua Pengadilan HMNegeri bahwa permohonan
penyitaan tersebut dapat diselgsaikan, maka Hakim/¥Fetua

pengadilan Megeri mengeluarkan Surat Penetapan Perintah

Sita Jaminan Wandg selanjutnya ditugaskan kepada
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Jurusita/jurusita pengganti pelaksana perintah tersebut.
Adapurs ini  surat Perintah tersebut selain menuat
identitas para pihak, dicantumkan pula alasan-alasan di
adarannya penyitaan terssbut. Sebagail contah berikut inid
penulis kutif =alab satu Surat FPenetapan vyang pernah
dikeluarran oleh Fetua Fsngadilan Megeri Rantaeng:

"Telah membaca pula surat gugat dalam perkara terse-
but di atas, di antaranva pihak penggugat mohon agar

dilakukan penyitaen jaminan (Conservatoir Beslag)
terhadap barang senghets seperti termuat dalam surat
gugat, kerena pihak penggugat kuatir dan mempunyai
sanghaan yvang cukup berzlasan. bahwa pihak tergugat
berusaha untuk menghilangkan barang-barang itu dars
tangannya®

Kemudian dalam pertimbangan hakekatnya dimuat:

"bahwa permohonan pihak penggugat tersebut mempunyai
alzsan hukum sehinoga dapat diterima dan
dikabulkan".

Dan pada akhirnya Hakim/ketua Fengadilan NMegeri menetap-
kan:

"Mengabulkan permchonan penggugat tersebut di  atas
memerintahkan hkepada panitera/Pengadilan Megeri,
atau jJika berhalangan diganti cleh wakilnya yang sah
disertal dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat
yvang termuat pada pasal 197 HIR/20%? RBg melakukan
penyitaan terhadapp obyek sengketa seperti vyang
tertera dalam gugatan penggugat;

Jika memperhatikan isi penetapan tersebut di atas
bahwa csecrang panitera ataw jurusita dalam melakesanakan
tugasnya bharus dicsertal saksi-saks1l, dan harus memenuhil
syarat-syvarat tertentu.

Menurut ketentuan pasal 210 RRQ/197 HIR  menegaskan

bahwa:
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"1. {(R.bg.}/& HIR: FPanitera atau orang vang ditunjuk
cebagail genggantinya dalam menjalankan penyitaan
itu dilakukan oleh duz oarang eaksi nama,
peheriaan dan tempat tinggoalnya dizebutkan dalam
berita acara itu dan salinannya.

-

2. (R.BRg.}f7 HIR: Saksi itu haruslah penduduk
Indonesia vang telah cukup berumur 21 tahun dan
dikenal oleh yang melakukan penyitaan bahwa saksa
dapat dipercaya atau diterankan demikian olebh
ketuas kepada pemerintah setempat"

Jadi ketentuan tersebut d: atas jelaslah bahma
seseorang yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita
Jaminan perliu memenuhi beberapa persavaratan. Khusus pada
Fengadilan Msgeri Bantseng bissanya yang bertindak  seba-
gai saksi tersebut adalah Fegawai Pengadilan Negeri
Rantasng.

Setelah Surat Ferintah Fenyitasan telah ditetapkan
aleh Hakimiketua Pengadilan MNegeri, maka Fanitera atau
jurusita cegera membust berita acara penyvitaan (Conserva-
toir Reslag) terhadap obyek sengketa yang dimintakan
untuk dicits sesuai dengan surat permohonan sita jaminan
vang diajukan oleh pemobon. Dan tidak diperkenankan
secrang Jurusita melaksanakan penyitaan melebihi  dari
pada vyang tertera dalam permohonran dan yang telah dite-
tapkan oleh Hakim/FKetuwa Fengadilan Megeri.

Berita Acara Fenyitaan (Concsrvatoir Reslag) terse-
but berisikan identitas pemchon dan termchon serta saksi-

saksi. Dalam berita acara tersebut diuraikan pula tentang



hasil dari penyitaan tersebut serta

i

pa  seng mEnyimpa

benda ;ang telah disits dan akhirnys berite acara  penyi-
taan (Conservatoir Beslag) ditandantangani oleh Panitera
dan gzak

ci-saksi, penyimpan barang zserta Kepala Deza atau

l"
|

Kelurzshan.
Saperti telah dikemukalan terdabulu bahuwa yang dapat
disits secara cenzzrvatoir adalah Barang-ba-any bergec-ak

dan barang-barang tidak bLergersi wmilil Fibitur Jatau

= VS
tentu =aja memilil i raerbedaasn-perbeda=zn., Menurut

Zainucdin =Zatol, Ec - M. M(UMoawancasa [ tSnggotec®  Phbiruvari
1994) bahwas

"Jika yang dizita adalazh benda bergersh maka penyim-

panman bhernda atauw barang tersebut di Pengadilan

Megeri EBantaeng. Sadanghkan apabila yang disita

adalah barang tetap atau barang tidak bergerak,

naka penyimpanannya tetap berada dalam  penguazaasn

termohon atau targuget atas pengswaszan Fepala Desa
atau pemerintah setempat™.

Dengan damiliian mals s@is! ditak=eanakarnnya =ita
Jaminan tersebult, wntulk sementaraowakby o pemilik yang
digits telah dinyatalsn hebilangan wouenangnya o terhadap
barang tersebut. Dan hhusws o penyi tedn  terhadop  benda
tidak bergerak. agar jangan zampail barang torssbubt dijual
maka Fepala Desa ataw Pemerintah csetempat diwajibkan
untul  mengumumban agar ditctabul cleh crang banyak dan

terhitung sejak berita acara penyitaen bterzobut dimaklum

kan %epada umun, maka pibkal oyars Jdisita bBavangnya da-
? i I = J
laranyg memindabl an  Lepad sranyg laitn, membebani atan
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menyewakan.

4.2 Faktor-Faktor vyang Mempengaruhi Felaksanaan Sita
Jaminan

Sebagaimana telah diuraikan pads pesmbahasan terda-
hulu bahwa masalah sita jaminan adslah merupakan masalah
vang sangat pelik dihadapi oleh para Hakim/Fetua Pengadi-
lan Megeri dalam menangani perkara-perkara perdata.
Betapa tidalk, kharena apabila secrang hakaim tidak teliti
dalam memerintahkan penyitaan oleb jurusitas tentu saja
akan menanbah beban bagi pencari keadilan. Hal anl  dise-
babkan dengan diadakannya sitas jaminan berarti sangat
tidak btebas membatasi halk tergugat sebagai pemilik barang
untuk melakubkan tindakan—-tindakan selaman proses .ber-—
langsung.

Selain hal tersebut di atas, tentu saja ticdak menu-
tup kemungkinan terjadinya kendala-kendala dalam pelaksa-
naan sita jaminan tersebut. Seperti telah diuraikan pula
secara panjang lebar menaenai praktek saita Jjaminan di
pengadilan Megeri Rantaeng., di mana pelaksanaannya telap
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pendubkung maupun
faktor gpenghambat. Untuk mengetabuil secar mendalam fak-
tor—-faktor tersebul berikut ini pernuli akan menguraikan
cCara mendetail.

4.2.1 Faktor pendukung
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Rerdasarkan pengamatan penulis tentang praktek vyang
dilzakukan oleh Fengadilan Megeri EBantaeng dalam  hubun—
gannya dengan pelak=zanaan hetentusan sita  jaminan sudah
menuniukran  keseracian dengan apa yang dciharapkan oleh
hetentuan undang-undang. Hal ini tentunya dicdukung oleh
baik kemampuan personil yang melaksanzkannya maupun
didukung oleh pemabhaman ataupun pengertian si tersita
akean maksud gari penyvitaan terssbut.

Kezadaran hukum masyarakat adalah merupzkan faktor
vang uvtama untuk diterspkannya sustu  ketentuan hukum.
Kenyvataan 1inilah yvang menjadi fabktor vang banyak mendu-
kung pelakeanaan sita  jaminan  di MNabupaten Rantaeng
walauun pada dasarnya masyarakat Bantaeng belumlah 104
perzen memahamni hal itu atauw kesadaran masyarakat sudah
dapat dijamin. Fakta ini sesual dengan penjelasan Iainud-
din Batoi, Hc. HK {(Wawancara tanqggal 29 Pebruari  19294)
sebagal herikut:

"Rahwa pada umumnya pelaksanaan sita jaminan dipen-—
gadilan Negeri Bantaeng bampir tidak ada hambatan,
hanya sekali-kali pihak tersita tidak mengerti halau
barangnya disita. Hal 1ini sering terjadyr pada
perkara-perkara utang piuvtang”.

Dari wraian ini, dapat disimpullan bahwa kata "pada
wmumnya  artinya tidak ada”, inil senunjukbkan bahwa kesa-
daran masyarakat alan ketentuan hubum atau maksud diada-

bannya sita Jaminan tersebul semakin meninghkat.
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Lintuk dapat dilzkezanakannya ketentuan sita  jaminan
sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang bukan
hanya kesgadaran masvyarakat saja yang perlu ditingkatkan,
askan tetapi kesadaran serta pengetahuzan pada aparat dalam
hal ini Hakim perlu pula ditingkatkan karena hal ini
banyvak pula sempengaruhbi pelskeanszan Ketentuan undang-—

undang. Apal=sgi jika dihadapkan pada permazalahan sita

Jaminan yang @éEmpunyai masgslah  vang  cukup kemplebs
seperti salah =zita, terlalu btanyak menyita atau hal-hal
lainnya vang gapst menyebabhkan ketidakpuasan dari

pencari keadilan. Untuk mengurangi hal ini tentu =saja
pars Hakim dituntut untuk berbenah diri, karena tidak
daapt disangkali bahwa kemajuan zaman seperti sekarang
ini masyarakat semakin pintar  termasuk para  advokat
semakin banyak, yang jika tidak hati-hati akan dapst saja
membuat secrang Hakim menjadi repoct.

Dari analisa di atas dapatlah disimpulkan Lbahwa
untuk terselsngoaranya pelaksanaan ketentuan sita jaminan
banyak ditentukan astau didubung oleh fkapiawian atau
penguasaan materi serta bekal pengalaman dari seorang
Hakim dalam menangani suatu masalah dan  dJdidubkung pula
cleh khesadaran hukum masyarakat akan arti dan tujuan dard
penyitaan itu sendiri.

4.2.2 Fakhtor Penghambat

Setelah mengetahul faktor—-faktor vyang mendukung

dapat terlakzananya dengan baik ketentuan s1ta  jaminan
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secara khusus di Fengadilan Megeri Bantaeng. maka berikut
ind akan  dikemurakan faktor-faktor yang terkandung
menghambat pelakzanaan ketentuan szita jaminan pada Penga-
dilan Megeri Bantasng.

Menurut Isinuddin Batoi, Boc . Hx (wawmancra tanggal 24
Fetvruari 1794) bahwa ada tiga kendala vang terhkandung
menghanbat pelaksznaan sits jaminsn yaknis

"1, Fenyitaan La

lagi dilap=
Lannyas

~ak sering tidak didapati
tub

melaksana-

)
0o

2. FPenyitaan barang tidsk bercsrak terkadang batas
tanah eerta  luasnya  hertentangan dencan yang
tercantum  dalam  permohonsan sita jaminan  atau
dalam surat perintah penyvitaasn dencan  kenyataan
di lapancsang

w. Terkadang pula pihar i tersitas  tidak mengerti
kalau harangnya disita.

Dari fakta tersebut pads faktor yvang pertama  sering
terjatd: manakala penvitaan atan barang vang dimobonkan
penyitazn adalah barang yvang hergersk misslnya radio.
televicsi, peralatan rumah tangya dan lain-lain. Hal ind
mesgpunighikan  karena dari barang bergeral tersebut  sangat
mudats untul dipindab tangankan. Kendala inilah vyang
esring merepothkan juruszita sebanalil pelaksana penyitaan.

Kemudian faktor yang kedua untuk barang tidak ber-—
gerak adalalh  terkadang batas-batas tanag vyvang  dimchon
untuk disita tidak jelas atau apa wvang tercantum dalam

surat peroohonan bertentangan denoan khondicd lapanoar .

FKendala ini sering terjadi apabila kepemilikan atauw bukti




hak ataz tanah tersebut mazib terstatus tanah adat
biasanya Gtzlum mempunyai Gambar situazi hkarsna bubti
vepemilibannya  hanya Rincil (persil dan ¥ohir). D1 mana
dalam FRincik terszebut tidak tercantum batas-batzz tanah
s=erta terkadang luaz yang tercantum di dalas Rincik
tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan. Hal inilah
saring pula menghamba® pelaksanaan =itz jaminan 21 Penga-

dilan Megeri Bantaeng.

Selan;utnyd pada faktcr yang ketiga di mans [ diRsta-
tan bahwa pihehk tersitsy terbadang tidak mauw mangerti
kalaw barangnya gdisita. Hal |l anigtesjedi szpaktili=s 2 ke

=ita terssbut tidak tabhu zza matzud penyitaan  tercsabut
dalam arti kats babwa si torsita adalabh ocrang

hukum. Mamun demikian fabktor ketiga ini dapat diatasi

dengan memberiban pengertian-pengertian akan mak=ud
penyitaan tersebut. Dap dizinilabh hkecalapan seorang

panitera akan jurw sita sargat dibubtubban sntud meyel in-
kanp tersita.

Demitianiahy, T wakhto yarg o terkadang merng hambat
pelakeanaan =ita jasminan 'di Pengadilan Mzgeri Rantaeng.
Mamun T faktor terzebut dapat dipahami dengan  jalan
mengadakan pendelatan-pzndebatan sarta memberikan
pengarahan -pengarahan bepada baib rorsmohon maupan penchon
hegitu pula dalan pengawasz o bangal melibathan poscrintah

setempat.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdzsarkan uralan-—uraian terdahulu, maka penulis

dapat menvimpulhkan hal-hal sebagai berikuot:

:

-
-

Balwa wewenang Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dalam
hubungannya dengan sita jaminan adalabh meneliti apakah
germchonan =sita jaminan memenuhli rcersvaratan atsuw
tidak kalzwe ternyata memernuvhi syarst maka pemohonan
tersebut dapat dikabulkan dan dibustisn surat rceneta-
pan dan  apabila tidak memenuhi persyaratan, maka
rermohonan  tersebut ditcolak dengan surat pensetapan
pula.

Bahwa wntuk membuktikan adanya sangtas yvang beralasan
maka hakaim/Ketua Pengadilan Negeri Rataena mencari
data melalui femerintah cetempat, apakah
tergugat/termohon  ada usaha untuk menghilangkan atau
memindahkan sita jaminan dari tangannya, dan kalauw
ternyata benar, maka adanya sanghka yang beralasan  itu
tidak terbukti.

Bahwa sebelum panitera/Jurusita Fengadilan Hegeri
melabkeanakan perintabh sata  jaminan, maka terlebih

dahbulu Femchon membayar bilaya sita jaminan dan juga

=
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menyanpaikan  kepada Kepala Deza/Kelurahan ssrta para
pinay  vang berperkara tentang hari  pelakeanaan sita

Jaminan tersebut.

. Bahwz faktor—-faktor vang mempengaruhi pelaksanaarn sita

aminan di Fengadilan Megeri Bantaenrng adalah fTaktor

hai

R ¥ u 8

i lapangan yang biasanyas tidak sesuai dengan agpa

vang tercantum dalam surat.

Oleh tbkarenz masalzsh sita  jaminan adalah merupakan
suatu permasalabhan yang szangat pelik., apalagi kalau
terjadi salah sita, terlalu banyak menyita., maka tentu
hal ini akan menyebabhkan penderiaan bagi =i tersits
maka dari itue penulis menyarankan agsar hakim  tidaklah
terizlu mudah meletakkan =suatu sita jaminan. Dan
seyogyanye =ebelum menetaphkan perlu diteliti perlu
tidaknya penyitaan tersebut serta barang-barang yang
hendzat giletaakan sita jaminan, bailk jumlab  baranag
vang akan distia maupun perlunya memperhatikan benar-
benar kepentingan dari kedus belah pihak:

Hal lain yvang penulis garankan adalah berkenaandengan
penitipan barang-barang =itaan. karena pada prinsipnya
sita Jaminan adalabh tindakan untuk menjamin dapat
dilakzanakannya putusan, apabila sipenggugat memenang-

kan perkara tersebot, lengan demikian, sgeyogyanta




panitipan barang sitaan tersesbut
tanaoan terasohon atasue tsrgugat. hanya
kan pengawasan yang ssksama terutama

pat.

=4

tetap berada di
exj3a perlu diada-

pemerintah setsm-
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